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ABSTRAK
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KETERANGAN
SAKSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS T A
PALEMBANG

INDAH HUTAMI

Tujuan Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran
material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya, dari suatu perkara pidana
dengan menerapkan ketentuan-ketentuan tujuan untuk mencari siapa pelaku dari
suatu pelaku tindak pidana, dan selanjutnya diproses guna menentukan apakah
benar terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang
didakwa itu dapat dipersalahkan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana kedudukan
aksi dalam membuktikan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Klas I A Palembang ? dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam menilai keterangan saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Klas I A Palembang ?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum
sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang
ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu
menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Peranan saksi sangat diperlukan di persidangan
sebagai suatu alat bukti yang terpenting dan sah untuk menyelesaikan suatu
perkara pidana. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut hakim dapat memberikan
penilaian atau pertimbangan yang sebaik-baiknya terhadap suatu perkara pidana,
dan kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut suatu
peraturan yang berlaku. Dan Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim
dalam menilai keterangan saksi selain berdasarkan Undang-Undang, yang paling
penting untuk diperhatikan Hakim adalah juga menilai cara hidup dan kesusilaan
saksi seperti kejujuran, sifat-sifat buruk yang sering diperlihatkan saksi seperti
culas, dengki, pembohong atau yang berhubungan dengan cara hidup saksi seperti
sifat tak mau tahu, pemabuk, penjudi dan sebagainya.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Keterangan Saksi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin segala warga
Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam situasi pembangunan seperti ini masyarakat di dalam suatu Negara, hidup
berlandaskan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Anggota-
anggota masyarakat tidak dapat bertindak sekehendak hati, mereka terikat pada peraturan-
peraturan yang berlaku.

Setiap anggota masyarakat wajib mentaati segala peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan itu, kita tidak dapat bertindak sekehendak hati, kita harus mengatur perjalanan
hidup sehari-hari menurut garis-garis tertentu, sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan
peraturan-peraturan tersebut.

Dengan bertindak di luar garis-garis ketentuan dan ketetapan-ketetapan itu,
mengakibatkan sesuatu tindakan atas yang bersangkutan oleh alat Negara yang khusus
ditugaskan mengawasi dan memelihara perwujudan dari ketentuan-ketentuan dan peraturan-
peraturan tersebut.

Sebaga Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan, maka
pembangunan di bidang hukum jugatidak ketinggalan. Salah satu hasil dari pembangunan di
bidang hukum adalah lahir dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



3209) yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disebut dengan
KUHAP.

Selanjutnya di dalam pedoman pada pel aksanaan KUHAP dirumuskan bahwa tujuan
Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material ialah kebenaran
yang selengkap-lengkapnya, dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-
ketentuan tujuan untuk mencari siapa pelaku dari suatu pelaku tindak pidana, dan
selanjutnya diproses guna menentukan apakah benar terbukti bahwa suatu tindak pidana
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Juga dinyatakan
pula bahwa apa yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus
ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga
bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan KUHAP tersebut di atas, maka mengidentifikas persoadan yang
menyangkut masalah peranan saksi dalam perkara pidana adalah cukup menarik, karena
saksi berperan dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan.

Apabila ada keterangan saksi yang diduga palsu, makaia diberi peringatan, bahwaia
dapat dituntut dengan memberikan sumpah palsu. Untuk itu berita acara mengenai
keterangannya yang palsu itu ditandatangani oleh Ketua Mgelis dan Panitera yang
bersangkutan, lalu diserahkan pada Penuntut Umum.

Memang harus diakui, bahwa menegakkan hukum dan keadilan merupakan masalah
yang sulit. Menurut M. Yahya Harahap, “Keadilan adalah sesuatu nilai atau rasa yang
bersifat nisbi atau relatif, karena yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok

belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau suatu kelompok tertentu”.*

! M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
him. 8.



Tujuan Undang-Undang mewagjibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum
memberikan keterangan adalah agar supaya saks tersebut tidak akan berdusta atau
memberikan keterangan palsu. Konsekuens saksi yang bersumpah dan berjanji akan
memberi keterangan yang sebenarnya dengan sebaik-baiknya, yaitu harus menyatakan apa
yang dilihat, didengar atau dialami saksi.

Keterangan saksi yang palsu, bukannya akan menambah terang duduk perkara yang
sedang diperiksa Hakim di persidangan pengadilan, akan tetapi mempersulit duduknya
perkara yang bisa menyesatkan hakim dalam mencari kebenaran dari keterangan saksi
tersebut. Hal ini jelas membawa kerugian terhadap semua pihak, oleh karena itu sudah
pantas dan selayaknya seorang saksi yang memberikan keterangan palsu dan melaksanakan
sumpah palsu tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara.

Menurut Soemoyo Sumowardoyo, “bicara secara sabar biasanya dapat menghasilkan
suatu kesediaan dari saksi dalam memberikan segala keterangan yang ia ketahui, sehingga
saksi dapat mengingat kembali apa yang telah didengar dan dilihat atau diketahui”.?

Tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan
tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus ancaman, dan sebagainya yang
dapat menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan ha berlainan yang dianggap tidak
sebagai pernyataan pikiran yang bebas.

Harus dijaga pula jangan sampa saks dalam sidang pengadilan malah menjadi
korban. Sebagai contoh sidang perkosaan, terhadap diri saksi sering kali harus menceritakan

lagi perbuatannya di depan sidang terbuka atau tertutup. Hal seperti ini dapat merupakan

2 Soemoyo Sumowardoyo, 2005, Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Tindak Pidana, Sinar, Bandung,
him. 131.



penyiksaan mental bagi korban, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa ia menjadi
korban dari suatu persidangan tersebut.

Sedangkan masalah yang sering muncul atau dihadapi dalam suatu praktek perkara
pidana adalah adanya seorang saksi yang dihadapkan di persidangan merupakan satu-
satunya saksi sgja. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nulus tetis,
yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi, jadi apabila tidak didukung dengan aat
bukti lain, maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai upaya yang ditempuh untuk mengatasinya ialah dengan mengupayakan
bukti-bukti lain semaksimal untuk dapat memutus suatu perkara dimungkinkan apabila
didukung minimal dua alat bukti yang dengan alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim
akan kesal ahan terdakwa.

Kecurigaan yang besar dan sikap antipasti dapat sgja membuat seseorang lupa
terhadap akibat kesaksiannya. Oleh karena itu jika terjadi hal demikian hakim
mewaspadainya. Jika terjadi kejanggalan hakim harus berani mengucapkan kejanggalan itu
guna menegakkan kebenaran.

Suatu pembuktian yang menggunakan saksi sebagal alat bukti, hakim sangat berhati-
hati. Kegjanggalan-keg/anggalan yang ada pada setiap keterangan yang diberikan oleh seorang
saksi dengan adat bukti yang lain ditelusuri sampa tuntas dan jelas, sehingga tidak
mengakibatkan kemungkinan adanya atau terjadinya seorang yang tidak bersalah dpidana
atau dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan
menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kedudukan aksi dalam membuktikan suatu

perkara pidana, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang



berjudul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KETERANGAN

SAKSI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS| A PALEMBANG .

B. Permasalahan
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagamana kedudukan aksi dalam membuktikan suatu perkara pidana oleh Magjelis
Hakim Pengadilan Negeri Klas| A Paembang ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menila keterangan saksi oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas | A Palembang .

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejaan dengan
permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini
yang bersangkut paut dengan kedudukan aksi dalam membuktikan suatu perkara pidana.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas
tentang :
1. Kedudukan aksi dalam membuktikan suatu perkara pidana oleh Magelis Hakim
Pengadilan Negeri Klas| A Palembang
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menila keterangan saksi oleh Magjelis Hakim

Pengadilan Negeri Klas| A Palembang.

D. Defenisi Konseptual
1. Keterangan saks adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat



sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. (pasal 1 butir
27 KUHAP).

2. Hakim adalah peabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP)

3. Pengadilan Negeri Palembang adalah salah satu lembaga peradilan umum yang berada

dibawah Mahkamah Agung dan ruang lingkup wilayahnya adalah K ota Palembang.

E. MetodePenedlitian
1. JenisPendlitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang
dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang
bersifat deskriptif atau menggambarkan.
2. Jenisdan Sumber data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait,
jurna, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari
pustaka, antaralain:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunya otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder



Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengena bahan hukum primer,
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan
hukum, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Daam pendlitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi
kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang
diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur,
hasil penelitian serta mempelgari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-
undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperolen dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru
kemudian dianalisis secara kudlitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam
bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga
memudahkan interprestas data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari
sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika
berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit
yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada
keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam

penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :



Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang
Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenis Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika
Penulisan.

Bab |1, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya
dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Saksi, Pemanggilan Saksi, Tata Cara Pemanggilan
Saksi.

Bab |11, merupakan pembahasan yang berkaitan Kedudukan aksi dalam membuktikan
suatu perkara pidana oleh Maelis Hakim Pengadilan Negeri Klas | A Paembang dan Dasar
pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi oleh Mgjelis Hakim Pengadilan Negeri
Klas| A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran
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